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TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan
Masjid Istiglal serta peningkatan fasilitasi kegiatan
ibadah dan syiar keagamaan bagi masyarakat,
perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Masjid Istiqlal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Masjid Istiqglal;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Masjid Istiglal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1935);

MEMUTUSKAN: . ..



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL.

Pasal 1

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 dalam Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqglal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 195) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dewan Pengarah Masjid Istiglal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

b. Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
3. Gubernur Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta; dan
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja
Dewan Pengarah Masjid Istiglal diatur dengan
Peraturan Dewan Pengarah.

Pasal I

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan
penempatannya
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Peraturan
dalam Lembaran

-3-

memerintahkan
Presiden ini dengan

Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

pL i Bidang Perundang-undangan dan

1inistrasi Hukum,
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